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Abstract

The relation of Islam and state is still as conflictual issue in recent
decade, and interest topic to be explored. The development of Islam and
state relation discourse does not exclude from political thinking synthesis,
inciude of them are Islamic scholar and leader in Indonesia. The article

describes how Indonesian Islamic political thinking metamorphosis,

specially on Islam and state relation, since pre-national independence

until reformation era.
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A. PENDAHULUAN

Hubungan Islam dan negara
merupakan isu yang “tidak pernah se-
lesai” dalam khasanah pemikiran poli-
tik Islam. Sejak runtuhnya kolonial-
isme Barat pertengahan abad ke-20,
negara-negara  Islam  seperti Turki,
Mesir, Sudan, Maroko, Pakistan atau
Aljazair mengalami kesulitan dalam u-
paya membangun hubungan yang me-
mungkinkan (viable] antara Islam dan
negara. Di negara-negara itu hubung-
an politik antara Islam dan negara
seringkali ditandai dengan ketegang-
an-ketegangan tajam kalau bukan
permusuhan.!

Indonesia yang mayoritas pen-
duduknya muslim juga tidak lepas
dari diskursus Islam dan negara. Hal
ini terkait tiga aspek ; Pertama, aspek
teologis, vaitu pandangan totalistik
terhadap Islam sebagai agama holistik
dan komprehensil yang memuat se-
gala aspek kehidupan manusia?, Ke-
dua, aspek sosio keagamaan, yaitu
[slam secara kuantitatil merupakan a-

'Bahtiar Effendy, lslam dan Negera -
Transformasi permikiran dan prakdek poltik stam o
Insionesta, Paramadina, Jakarta © 19688, hal. 60

*Ibid, hal. 60
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gama mayoritas masyarakat®, Ketiga,
aspek historis, yaitu Islam mempu-
nyai keterkaitan historis dalam proses
nationbuilding bangsa Indonesia, di-
mana Islam berfungsi sebagai simbol
perjuangan dan legitimasi politik d:-
lam perjuangan kemerdckaan bangsa
Indonesia’.

Kesulitan menemukan sintesa
pemikiran politik Islam di Indonesia
ini berimplikasi berkembangnya dis-
kursus hubungan Islam dan negara
yvang berkepanjangan dan seringkali
ditandai dengan ketegangan. Tulisan
ini selanjutnya akan membahas ba-
gaimana dinamika pemikiran politik
Islam di Indonesia. Khususnya me-
ngenai hubungan Islam dan negara.

B. PEMIKIRAN POLITIK ISLAM
MENGENAI NEGARA : TINJAU-
AN TEORITIS.

Islam sebagai agama vyang
multidimensional dan holistik, aja-
ran-ajarannya juga berhubungan de-
ngan aspek sosio kemasyarakatan,
termasuk dalam hal politik. Namun
tiadanya formula baku dalam al-

‘Deliar  Moer,"/slam dan FPoltik o
Indonasia”, Prisma, 8 Agustus 1878, hal, 4
* ibid, hal. 4
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(Juran maupun hadits Nabi mengenai
konstruk negara atau sistem politik
Islam menyebabkan berkembangnya
berbagai paradigma/aliran dalam wa-
cana pemikiran politik Islam khu-
susnya dalam menformulasikan hu-
bungan Islam dan negara. Hal ini
merupakan upaya ijtthad politik da-
lam rangka menemukan nilai-nilai Is-
lam dalam konteks sistem dan proses
politik yang sedang berkembang.s
Pencarian konsep tentang ne-
gara atau politik mengandung mak-
sud ; pertama, untuk menemukan ide-
alitas Islam tentang negara (mene-
kankan aspek teoritis dan formal) yai-
tu menjawab pertanyaan *bagaimana

bentuk negara dalam Islam”®. Pende--

katan ini bertolak dari asumsi Islam
memiliki konsep definitif tentang ne-
gara. Kedua, untuk melakukan ide-
alisasi dari perspektif Islam terhadap
proses penyelenggaraan negara (me-
nekankan aspek praksis dan subs-
tansial), yakni menjawab pertanyaan
“bagaimana isi negara menurut Islam
". Pendekatan ini didasarkan asumsi
Islam tidak membawa konsep definitif
tentang necgara, tapi hanya mena-
warkan prinsip-prinsip dasar berupa
etika dan moral. Konstruk negara
yang ada pada masyarakat muslim
dapat diterima sejauh tidak me-
nyimpang dari nilai-nilai dasar Islam
L]

Pemikiran politik Islam menge-
nai hubungan Islam dan negara seca-
ra garis besar dapat dibedakan ke da-
lam 3 (tiga) paradigma yaitu :

1. Paradigma Integralistik
Paradigma ini menekankan

totalitas Islam sebagai agama yang

serba lengkap dan holistik, yang me-

* . M. Dawam Rahardjo, Khaifah,
Ensiklopedi a-Quran ; Talsir Sosial berdasarkan
Konsep-konsep Kunci, Paramading dan Ulumul
Quran, Jakarta, 1888, hal. 384,

* Thid, hal. 364,

SPEKTRUM
St i P bt sl

Islam dan Negira @ Metamorfoss Pemikiran Poiik islam
lmdonesia

ngatur seluruh aspek kehidupan ma-
nusia, termasuk kehidupan paolitik.
Dalam paradigma ini Islam dan
negara berhubungan secara inte-
gratif, wilayah agama dimaknai me-
liputi wilayah politik atau wilayah
negara sekaligus (din wa dunya,.
Sehingga doktrin Islam dalam kon-
teks kehidupan sosial politik harus
dimanifestasikan secara legal dan
formalistik dalam sebuah konstruk
negara Islam, yaitu negara yang men-
dasarkan syariyah Islam sebagai ideo-
logi negara. Penganut paradigma ini
antara lain Abu al-Ala al Maududi’
dan Ikhwanul Muslimin®,

% Paradigma Sekuleristik

Paradigma ini menolak pen-
dasaran negara kepada Islam, atau
paling tidak menolak determinasi Is-
lam akan bentuk tertentu daripada
negara. Menurut paradigma ini, Islamn
tidak mempunyai relevansi dengan
sistem kekhalifahan atau sistem po-
litik tertentu. Umat Islam bebas
menentukan format sistem kenega-
raan yang terpisah dengan aspek aga-
ma. Tokoh aliran ini ialah Ali bin Ab-
dul al-Raziq cendikiawan Mesir dalam
bukunya Islam wa Usul al-hukm (is-
lam dan prinsip-prinsip pemerintah-
an).”

3. Paradigma Substansialistik
Paradigma ini menolak pan-
dangan paradigma integratif maupun
paradigma sekuleratif. Dalam pers-
pektif ini, Islam tidak memiliki konsep
kenegaraan yang delinitif tetapi (na-
nya) memberikan seperangkat norma-
tif dalam konteks kehidupan bernega-
ra. Umat Islam bebas menentukan

7 Abdul A'la Al-Maududi, Hukum dan
Honstitusf Sistem Poltik isfam (terfzmahan), Mizan,
Bandung, 1990

* ikhawanul Musimin artinya saudara-
saudara semuslim organisasi yang dibentuk oleh
Hasan al Banna.

* Muhammad Azhar, op.of, hal. 112-120
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format pemerintahan/politik asalkan
tidak bertentangan dengan nilai-nilai
fundamental Islam. Dalam konteks
hubungan Islam (agama) dengan ne-
gara, paradigma ini lebih memen-
tingkan implementasi nilai-nilai dasar
peradaban manusia yang Islami dari-
pada formalisasi sistem pemerintahan
Islam. Tokoh penganut paradigma ini
ialah Dr. Muhammad Husain Haikal
tengan karyanya Al-hukumah al-lsla-
miyah Pemerintahan Islam)"

C. DISKURSUS PEMIKIRAN POLI-
TIK ISLAM INDONESIA MENGE-
NAI HUBUNGAN ISLAM DAN NE-
GARA

|. PERIODE PRA-KEMERDEKAAN

#. Nasionalisme Is'am dan Nasio- -

nalisme-Sekuler

Diskursus Islam dan negara di
Indonesia sudah terjadi sejak zaman
prakemerdekaan, yaitu muncul se-
iring berkembangnya persoalan-perso-
aian ideologis awal abad ke-20. Ber-
gulirmya era kebangkitan nasional da-
lam menentang kolonialisme telah
membawa  transformasi  pemikiran
tumbuhnya semangat kebangsaan
(nasionalisme) serta berubahnya stra-
tegi perjuangan dalam melawan pen-
jajah yang ditandai pendirian organ-
isasi-organisasi modern seperti Budi
Utomo 1908, Sarckat Islam 1911, dan
lain-lainnya''. Pada masa inilah pa-
ham nasionalisme dan kesadaran
nasional tumbuh menjadi simbol
pemersatu atau identifikasi baru
hangsa yang melewati batas-batas et-
nis, bahasa, dan agama dalam me-
lawan kolonialisme. Di sisi lain ber-
kembang pula ideologi-ideologi mo-
dern  lainnya sebagai simbol per-

" Ibid, hal. 167

"' Deliar Moer, Gerakan Modarn Islam of
Indonesia 1900-1842 LP3ES, Jakarla, 1982, hal.
275
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juangan melawan kolonialisme di luar
Islam, yaitu komunisme, dan sosial-
isme. Masuknya ideologi-ideclogi Ba
rat tersebut telah menumbuhkan ke-
sadaran baru umat Islam, bahwa Is-
lam tidak sebatas religi an-sich tetapi
juga merupakan sebuah ideologi se-
hingga mendorong berkembangnya i-
deologisasi Islam.

Diskursus pertama terjadi ta-
hun 1920-an dan dilanjutkan tahun
1930-an berkisar mengenai watak na-
sionalisme sebagai ideologi pengikat
perjuangan melawan kolonialisme, ya-
itu antara kelompok nasionalis yang
netral agama (sekuler) yang dipelopori
Soekarno dari PNI (Partai Nasional
Indonesia)] dengan kelompok Islam
yang menghendaki Islam menjadi da-
sar nasionalisme dengan tokohnya
Agus Salim dari Serikat 1slam, Hasan
dan Natsir dari Persis'2,

Dalam upaya menemukan ika-
tan bersama untuk mencapai kemer-
dekaan Indonesia Sockarno mengge-
lorakan konsepsi nasionalisme. Menu-
rutnya nasionalisme adalah sikap cin-
ta tanah air, keyakinan, kesadaran di
kalangan rakyat untuk bersatu dalam
satu kelompok, satu bangsa, dan me-
ngeliminir kepentingan golongan yang
sempit  .»?

Konsepsi nasionalisme Sodo-
karno terscbut mendapat kritikan dari
kelompok Islam. Menurut Agus Salim
permmyataan Seokarno sama artinya
mengangkat nasionalisme ke posisi
yang setingkat dengan agama. Bagi
Salim nasionalisme harus didasarkan
pada nilai-nilai Islam, yaitu kerclaan
dan pengorbanan atas pengabdian
kepada Tuhan, Lillahi ta’ala.' Dengan
demikian nasionalisme tidak bersifat
chauvinistik, Karena nasionalisme

2 pwad Bahasoan, Gerakan
Pembaharuan Isiam © Inferpretasi dan Knfik, Prisma,
Mo. Ekstra Th, 1984, hal. 117

" Bahtiar Effendy, op.cf, hal. 71

" Deliar Noer, op.cd, hal 189,
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“yang ' chauvinistik menurut pemimpin
SI (Sarikat Islam) ini, hanya akan
membawa implikasi terjadinya perten-
tangan antara bangsa-bangsa yang
mengeliminir rasa sesial bukan saja
terhadap bangsa tetapi iuga bangsa
sendiri's,

Sedangkan Ahmad Hassan, sa-
lah seorang tokoh Islam pemimpin
Persis mengkritik nasionalisme Soc-
karmo bersifat chauvinistic dan para-
rel dengan pabam Arab mengenai
kesukuan masa pralslam yang dila-
rang Islam vyaitu ‘ashabiyal’. Bagi
Hasan, Islam memerintahkan umat-
nya bersatu secara Islam berdasar
atas ikatan ideologi Islam, bukan oleh
perasaan senang atau susiah'c,

Hal senada juga dikemukakan
tokoh Persis lainnya Muhammad
Natsir atau Moechlis nauna samaran-
nya. la menyatakan bahwa nasional-
isme kensepsi Soekarno dapat menja-
di ‘ashabiyah’ baru, yang berujung
pada fanctisme vang memutuskan u-
khuwah, semangat persatuan dalam
Islam. Bagi Natsir, paham nasio-
nalisme haus mempunyai sejenis lan-
dasan teologis atau niat suci, illahiah,
dan melampaui hal-hal yang bersifal
muterial. Karena itu, perjuangan men-
capai kemedekaan Indonesia harus
diarahkan atau diniatkan scbagai pe-
ngabdian yang lebih tinggi kepada
Allah, sehingea nasionalisime Indone-

sia harus hereorak Iskin. Di mana
kemerdekaan bukan tujuan akhir
melainkan hanya tujusn temporal

untuk mencari ridha Tuhan .17

Di pihak lain kalangan na-
sionalis berbeda dengan kelompok
Islam, justru memandang nasional-
isme sebagai pedoman yang harus
diutamakan scbagai pemersatu bang-
sa. Sehingga paham-paham lain harus
disubordinasikan pada perspekufl ter-

Deha.r Moer. op.aif, hel 169
® fbict, Il 280
i.l.!.n:l' hal 281
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sebut. Olch karena itu dalam konsepsi
Soekarno, nasionalisme, Islam dan
Marxisme, harus dapai bekerjasarna
dalam rangka kesatuan itu'®. Peinim-
pin PNl ini menoiak persepsi kelom-
pok Islam bahwa nasionalismeoya
bersifat chauvinistic dan coppy a-
sionalisme Barat Sebaliknya nasio-
nalismenya identik dengan nasional-
isme Mustala Kemal di Mesir, Ama-
mullah Khan di Afganistan, Arabi
Pasha di Mesir dan Gandhi di India .

Polemik antara kalangan is-
lam dan nasionalis yvang berlangscng
1920-an dan tahen 1930-an ini ma-
sih bersifat cksploratil dan tidak ber-
maksud untuk merumuskan konasep
yang siap pakal mengenai hubungan
Islam dan negara, tetapi lebih scke-
dar ingin mengekspresikan posisi-po-
sisi ideologis-politis masing-masing.
Polemik tersebut terhenti sementara
dengan kedatangan Jepang .

b. Diskursus Konsep Negara Bangsa
(Nation State}

Menjelang masa kemerdelka-
an, polemik kalangan [siam dengan
nasionalis memasuki babak baru. Lis-
kursus ini tidak lagi terkoasentrasi
pada masalah konsepsi nasionalisme
tetapi mengarah pada polemik yang
lebih  fundamental yaitu  koastruk
negara-bangsa (nationstate), lthusus-
nya ideologi negara dan bentuk negara
Indonesia merdeka yang dicita-cita-
kan. Kalangan nasionalis merga-
jukan deferensiasi agama dan negara,
sementara kalangan Isiam mengaju-
kan konsep integralisme agama dan
negara.

Soekarno salah seorang pro-
ponen utana nasionalis, dengan me
ngutip pendapat Ali Abdul Ar-Raciq,
mengatakan aktivitas nabi Muhani-

" Daliar Noer, islam don Poliik o
Inovmesia, F"nsrna B Agustus 1978, hal 4
™ Deliar Noer, op.ci, Yal. 278
* @attiar Effendy, op cf , hal B - B2
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mad hanya berkaitan dengan akti-
vitas keagamaan an-sich tanpa ber-
pretensi mendirikan satu negara, satu
pemerintahan, dan tidak pula me-
wajibkan adanya suatu khalifah atau
satu kepala umat dalam urusan-
urusan negara.?! Dengan demikian
negara yang ideal merupakan pen-
jelmaan rakyat, sebagai pengejawan-
tahan dari rakyat yang dimanifes-
tasikan dalam wujud dewan perwa-
kilan rakyat. Integralisme negara dan
agama (Islam) khususnya di negara
yang tidak semua penduduknya mus-
lim seperti Indonesia, hanya akan
membawa implikasi perasaan diskri-
minatil bagi komunitas non-mus-
lim.#,

Deferensiasi agama dan negara
secara formal tidaklah berarti meng-
climinasi aspek-aspek keagamaan Is-
lam dari kehidupan warga negara, me-

lainkan melalui warga negaralah aga-

ma atau Islam dapat mengaktuali-
sasikan dirinya®, Menurut Soekamo
otensitas negara tidak pertama-tama
ditunjukkan oleh pencrimaan formula
atau legal Islam sebagai dasar ideologi
dan konstitusi negara, melainkan oleh
perwujudan *api” dan “semangat” Is-
lam dalam kebijakan-kebijakan nega-
ra#,

Konsepsi politik Sockarno ter-
sebut oleh kelompok Islam dianggap
tidak realistis. Tokoh utama Islam
yang menentang konsepsi dikotomi
agama dan negara dan menginginkan
ideologisasi Islam ialah Muhammad
Natsir. Menurut tokoh Persis ini,
orang Islam haruslah mempunyai ide-
ologi Islam, sebagaimana orang Kris-
ten, Fasis atau Komunis. Islam tidak
scbatas sebagai agama yang hanya

 fbid, hal 279

 Soskarno, “Saya Kurang Dinamis’, Di
Bawah Bendera Revolusi, Vol. |, Panitia Penerbitan
i Bawah Bendera Revolusi, Jakaria, 1964, hal, 452

# Detiar Noer, Gerakan Modern Islam,
cp.cf, hal, 278,

™ Bahtiar Effendy, op.cf, hal, 278,
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menyanglut aspek ritual tetapi juga
meliputi aspek sosial termasuk aspek
politik?

Dengan demikian Islam me-
merlukan instrumen politik untuk
menjamin implementasi aturan-atut-
annya (syariah), yaitu negara. Negara
menurut Natsir terjadi dengan atau
tanpa Islam, sehingga tidak perlu ada
perintah Tuhan (agama) untuk men-
dirikan suatu negara. Yang diperlukan
ialah beberapa landasan untuk me-
ngatur negara supaya menjadi “kuat
dan subur” dan menjadi instrumen a-
tau jalan bagi manusia untuk menca-
pai tujuan hidupnya?,

Pergumulan ideologis antara
kalangan Islam dengan kaum nasio-
nalis ini terus berlangsung hingga
menjelang proklamasi kemerdekaan
1945 dalam BPUPKI (Badan Pekerja
Usaha Persiapan Kemerdekaan Indo-
nesia) yang dibentuk Jepang. Ke-
lompok Islam di pelopori Ki Bagus
Hadikusumo, Abdul Kahar Muzakkir,
Abikusno Tjokrosujoso, dan Wabhid
Hasyim, berpandangan bahwa kare-na
Islam di Indonesia sudah mengakar,
maka negara Indonesia merdeka ha-
rus didasarkan ideologi 1slam. Semen-
tara kelompok nasionalis seperti Soe-
karmo, Hatta, dan Soepomo, membela
konsep negara kesatuan yang tidak
berdasarkan agama (Islam), tetapi ti-
dak berarti suatu negara yang scku-
ler?,

Polemik tersebut mencapai ke-
sepakatan dengan ditetapkannya Pan-
casila sebagai dasar negara yang ter-
muat dalam Piagam Djakarta 22 Juni
1945 dengan mendasarkan kalimat
“Ketuhanan dengan kewajiban men-
jalankan syariat Islam bagi para pe-
meluknya.” Namun konsensus ini  li-

* Deliar Moer, Gerakan Modern Islam,
op.ci, hal. 280

* ihid, hal 199,

# Lihat B.J. Boland, Pergumulan [sla'n o
Indonesia, Grafiti, Jakarta, 1885, hal. 18-38
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dak berjalan lama. Kalimeat sila per-
tama tersebu: mendapat reaksi keras
kalangan nasionalis dan kalangan
non-Islam karena dianggap mercl-
leksikan formalisasi agama dalam ne-
gara, yaitu negara Islam. Pergumulan
tersebut berakhir setelar tercapai
konsensus dalam sidang SPUPKL 18
Agustus 1945 untuk mengeliminir tu-
juh kata dalam Piagam Djakarta, yang
kemudian ditetapkan sebagai pembu-
aan UUD 1945, Jan menggantinya
menjadi kalimat “Ketuhanan Yang Ma-
afEsa™ s

2. PEFTODE PASCA KEEMERDEKAAN
Konsensus yang disepakati an-
tara kaum I[slam dan nasionalis ter-
nyata tidak mengakhiri pergumulan
ideologis dalam perpolitikan Indonesia
pasca proklamasi kemerdekaan. Ke-
merdekaan Indonesia bagi umat Islam
justru dijadikas titik awal (entry poini)
guna merumuskan kembali dokirin
Islam vang tidak hanya herhadapan
dengan permasalahan politik praktis
tetapi juga persoalan esensial bagai-
mana menemukan dasar-dasar teologi
dalam konteks pemikiran ideologis.
Orientasi umat Islam di arena politik
tersebul, membawa umat Islam me-
masuii periode pemikiran ideologi, pe-
riode di mana pemikiran yang ber-
kembang adalah bagaimana menja-
dikan Islam sebagai ideologl alternatil
(alam arti politik) suatu negara®. Hal
ini tidak hanya berimplikasi terjadinya
pergumulan ideologis, namun dipihak
lain juga menampilkan ekspresi poli-
tik yang fundamentalistik dan sepa-
ratis’ dalam berbagai gerakan radikal-
sme agama seperti DI/TH Fartosuwir-
vo di Jawa Barat, Kahar Muzakar di

* |bid, %9-36 i

® Kuntewiloyo, Dinamk ftarnal Unzal
istam of Indonessa, Thalahuddin Press, Yogyakaria
1888, hal, b6
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Sulawesi Selatan, maupun Daud Heu-
reuh di Acch,

Puncak pergvmulan nemikiran
ideologis antara kelompok Islara dan
kelompok nasionalis terjadi dalam Si-
dang Konstituante tahun 1955-1959,
Kelompok Islam yang terdiri dari
tokoh partai Islam seperti Masyami,
NU, PSlI, dan PERTI yaitu Muhammad
Natsir, Kasman Singodimedjo, Zainal
Abidin, Isa Anshari, K.H. Masjlur,
dan Ahmad Zaini menginginkan Islam
sebagai ideologi negara dan menolak
Pancasila® .

M. Natsir mengatakan Panea-
sila scbagai ideologi bercorak Jahind
yah (sckuler), karena tidax menghen-
daki wahyu scbagai sumbernya don
hanya merupakan hasil penggalian
dari masyarakat’, Pancasila juga
merupakan filsafat negara yang bersi-
fat absurd dan kosong.

Sejalan dengan Natsiv, Ahmad
Zaini, tokoh dari NU, mengakui Pan-
casila mengandung  slogan-slogan
vang bagus, tetapi ideologi itu tidak
memiliki pedoman dengan pengertian
vang definitil yang siap dimplemen-
tasikan, schingga hanya merupalkan
semboyan-sembovan yang sulit ditea-
lisasikan secara konkrit™,

Dipihak lain terutama kelom-
pok nasionalis menolak gagasan ideo-
logisasi Islam dan tetap mendukung
Pancasila scbagai dasar negara dan
ideologi negara. Ruslan Abdulgani, to-
koh dari PNl menyatakan Pancasila
bukanlah konsep yang netral dan
ideologi yang bersifat sekuler. Hal ini
terefleksikan dalam sila pertama Pan -
casila, * Ketuhanan Yang Maha Esa”

* Mengenal gerakan politik Islam lihat
Karl D Jacson dan Lucian W. Pye, Kewbawaai
Tredisonal, iziam dan Pemberovitakan, Kasus Dard
Islam di Jawa Sarat

*' Bahtiar Effendy, op ot hal 107

¥ Dikutip dari Ahmad Syafii Maarif, /siam
dan Masaloh Kenegaraan, Siud teniang Percal. ran
Poltk dalam Konsttuante, LP3ES, Jakarta, *585
hal 127

Y fbid hal 145
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IMisamping itu negara mencakup pula
instutusi-institusi yang mengurus ma-
salah-masalah yang berhubungan de-
ngan agama (yakni Departemen Aga-
ma). Dengan demikian Indonesia tidak
didasarkan i.rlm'tugi sckuler, karcna
Pancasila memengandung unsur-un-
sur Islam™.

Perdebatan ideolegis dalam Si-
dang Konstituante tersebut tidak ber-
hasil menemukan konsensus schingga
mengalami deadlock. Kondisi ini men-
dorong Presiden Sockarno mengeluar-
kan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk
memberlakukan kembali UUD 1945
sekaligus membubarkan Konstituan-
te#, Keputusan ini tidak hanya mem-
buat cita-cita kelompok Islam untuk
menjadikan Islam sebagai ideologi ga-
gal, tetapi membawa implikasi negatifl
bagi perkembangan Tslam politik se-
lanjutnya. Kekuatan politik [slam ke-
mudian dianggap sebagai pesaing ke-
kuasaan yang mengusik basis ke-
bangsaan negara. Karenanya negara
berupaya mengeliminasi dan men-
domestifikasi Islam politik dalam
konstelasi politik masa demokrasi ter-
pimpin, seperti pembubaran Masyumi
dan penangkapan para pemimpinnya
dengan tuduhan terlibat pemberon-
takan PRRL.

Kondisi politik tersebut tidak
hanya menjadikan para politisi Islam
gagal merealisasikan cita-cita negara
Islam atau Islam sebagai ideologi ne-
gara, tetapi juga menyebabkan akti-
vitas Islam Politik termarginalisasi se-
bagai kelompok minoritas dan out
sider khususnya masa akhir Orde La-
ma yang kemudian berlanjut pada
masa Orde Baru.

* gantiar Effendy, op.ct, hal. 175
® ibid, hal, 175
% Bahtiar Effendy, op.cf., hal. 88
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3. MASA PEMERINTAHAN ORDE
BARU
a. Gerakan Pembaharuan Pemilkir-
an Islam

Sirkulasi kekuasaan dari re-
zim Orde Lama ke Orde Baru pada 11
Maret 1966, tidak membawa peru-
bahan signifikan terhadap posisi
Islam politik dalam konstelasi politik
di Indonesia. Ekspresi Islam politik
masa Orde Lama yang berorientasi
ideologisasi agama serta munculnya
radikalisme agama telah menimbul-
kan phobia Islam. Islam politik tetap
dianggap scbagai kekuatan potensial
yang dapat menimbulkan disharmoni
politik. Seiring kebijakan stabilisasi
politik dan pembangunan ekonomi.
pemerintah Orde Baru tetap mecla
kukan domestifikasi terhadap Islam
politik guna mengeliminir potensi kon-
flik ideologis.

Kebijakan politik tersebut,
memawa implikasi negatil terhadap
poisi umat Islam yang tereliminir dan
termarginalkan dalam konstelasi poli-
tik Orde Baru, bahkan diberi stigma
politik kelompok ekstrem kanan, anti
pancasila, maupun anti Pembangu-
nan. Ini membuat hubungan Islam
dan negara antagonistik untuk bebe-
rapa kurun waktu,

Realitas sosial politik umat Is-
lam yang mengalami stagnasi terse-
but, mendorong sckelompok intelek-
tual muda Islam untuk mendekons-
truksi formula pemikiran hubungan
politik Islam dan negara. Gelombang
pemikiran baru ini dipelopori kala-
ngan mahasiswa Islam khususnya
HMI1 (Himpunan Mahasiswa Islam).
Menurut mereka akar ketegangan
yang terjadi terletak pada ekspresi
teologis pemikir politik Islam khu-
susnya generasi lama yang terpaku
pada pandangan keagamaan forma-

¥ Jbid, hal, 240 2861
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listik, legalistik dan skriptoalistik. Ka-
renanya para pemikir bas: ini beru-
paya menyegarkan pemahaman dok-
trin Islam schingga tidak stagnan dan
relevan dengan tuntutan zuman dan
temparts,

Perubahan orientas! pemiki-
ran ini disebablkan tiga aspek : Per
tama, kondisi politik yang tidak kon-
dusif bagi aktvalisasi Islam politik a
kibat kebijakan politik negara. Kedua,
upaya domestifikasi dan marginalisasi
politik Islam oleh pemerintah Orde
Baru yang menycbabkan Islam meng-
alami stagnasi. Ketiga, tumbuhnya
intelektual haru Islam sebagai dam-
pak positil proses modemnisasi peme-
rintah Orde Baru.

Gerakan pemikiran baru mun-
cul di Yogyakarta dipelopori Djohun
Effendi, Mansyur Hamid, shmad Wa-
hib, dan Dawam Rahardjo vang ter-
gabung dalam kelompok’ diskusi Li-
mited Group. Kelompok ni berhasil
menemukan sebuah preposisi weoiogis
dalam rangka reformulasi hubungan
Islam dan negara, yaitu :Mertama, Ti-
dak ada bukti otentik bahwa al-Quran
dan Sunnah mengharuskan komu-
nitas Islam untuk mendirikan sehuah
negara Islam. Eksperimentasi politik
nabi tidak meliputi proklamasi ber-
dirinya sebuah negara Islam. Untuk
itu mereka menclak agenda polidk
para pemimpin dan aktivis Islam yang
menuntut berdirinya negara Islam
atau negara berdasar ideoiogi Islam,

Kedua, Islam diakui mengan-
dung prinsip-prinsip atau ctika sosial
politik, tetapi !slam bukanlah suatu
ideclogi dan ideolog Islam itu tidak
ada. Dengan demikian mengideo-
logisasikan Islam neerupakan tinda-
kan meredusir posisi islani.

Ketigu, Dckirin Islam me-
rupakan sesuatu vang abadi dan
universal, schingga pemeliunan mus-

* Bahiiai Effendy, op cd, hel 131
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lim terhadap ajarannya tidak boleh di-
batasi pada dataran legal dan lormal
saja, khususnya hal-nal yang eat
hubungannva dalam konteks rueng
dan wakiu. Pemahaman Lerhadap aja-
ran Islam harus didasarkan interpre
tasi yang komprehensil, yang mere-
rapkan petunjuk tekstual dan dok-
rinalnya kedalam situasi dan konteks
kontemporernya

Keerpat, Hanya  Allah-'ah
yang memiliki kebenaran absolut, sc-
hingga tidak mungkin seseorang un-
tuk menangkap realitas Islam secara
absolul. Interpretasi muslim atas dok-
trinnya pada dasarnya bersifat relatif
dalam nilai, dan karepanya bisa ber-
ubah. Karena sifat Islam yang poli-
nterpretable dan kenyataan bahwa ls-
am tidek mengakui adanva struktur
kependetaan dalanm beragama (larak-
aniyat fi-al-lslam), maka tidak bolch
ada individu-individu yang mengklaim
bahwa interpretasinya tentang Islam
lebih benar atau otoritatf darinada
pandangan orang lain®™ .

Dawam Raharjo salah satu to-
koh intelektual muda menyatakan
meskipun Islam sebagai agama me-
ngandung ajaran-ajaran sosial poli-
tik, tetapi ia bukanlah sebuah ideo-
logi. Dengan demikian idcologi slam
(pada dasarnya) udak ada. Semen-
tara tokon lain seperti Ahmad Wamb
dan Djohun Effendy berpendapat bih-
wa nabi Muhammad sendiri tidak me-
nganjurkan pendirian negara Islam™,

Gerakan  ini kemudian  me-
munculkan gelombang haru atau le-
bih dikenal dengan pembaharuan 's-
lam pada 1970-an''. Titik yang me-
nentukan dari gerakan ini ialah gu-
gasan Nurcholis Madjid atau Cak Nur.
Dalam ceramahnya di forum perte-

™ jbrd | hal. 135

* ihid, hal. 130

*' Fachry Ali dan BahisarEfebdy,
Merambah Jalan Baru Isfam, Rekonstruks
Perniuran islam Indonesia Masa Orlde Baru, Vuan
EBandung, 1988, hai 122,
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muan HMI1, GPI, PIl, dan Persami 3
Januari 1970 Cak Nur menyatakan
umat Islam Indonesia mengalami ke-
jurnudan pemikiran dalam pengem-
bangan doktrin Islam serta kehilangan
psuchological « stricking force (daya ge-
rak psikologis) dalam perjuangannya.
Kondisi ini mengharuskan umat [slam
untvk melakukan pembaharuan pe-
mikiran guna membebaskan diri dari
kejumudan dan stagnasi, meskipun
memiliki potensi disintegrasi umat*,
Upaya pembaharuan pemi-
kiran Islam ini menurut Nurcholis
Madjid harus dimulai dengan fibe-
ralisasi’ yaitu meninggalkan bentuk-
hentuk pemikiran tradisionalisme dan
konservatisme Islam, yang telah me-
nimbulkan kejumudan berpikir, atau
nikiran-pikiran tradisional yang ter-
kait kuat pada ketentuan mazhab-
mazhab Islam yang tidak lagi relevan
dengan realitas tantangan umat Islam

di Indonesia. Proses tersebut me-
nyangkut tiga hal :
Pertama, sekularisasi, yaitu

pembebasan dari kecenderungan men
trasendenkan nilai-nilai yang bersifat
profan. Kedua, Kebebasan berpikir
(intellectual freedom). Ketiga, Gagasan
kemajuan (idea of Progreess) dan
keterbukaan sikap.*.

Dalam perpektif ini ia menga-
jukan premis teologis “desakralisasi”
yaitu hanya Aliah-lah yang mempu-
nyai kebenaran dan transendensi ab-
solut, sehingga umat Islam hendaknya
melihat dunia dan masalah temporal
secara proporsional. Melihat dunia
dan obyek yang ada di dalamnya
secara transendental dan sakral, se-
cara teologis berlawanan dengan se-
mangat ketauhidan yang paling mur-
ni. Dalam konteks sosial politik, ka-

2 Nurcholis Madjid, Keharusan Pembaruan
Pamikirar: Islam dan Masalah Integrasi Umal, dalam,
Pembaruan Pemikican lslam, 1slamic Research
Centre, Jakarta, 1970, hal. 1

“ fhid, hal. 4,
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rena yang sakral hanyalah Allah, ma-
ka persoalan negara Islam, partai,
ideologi Islam bagi tidaklah sakral.
Cak Nur kemudian menyerukan jar-
gon yang lebih mengarahkan komit-
men kepada nilai-nilai Islam daripada
informasi Islam yaitu *Islam Yes Partai
Islam No*t.

Gagasan pembaharuan Islam
tersebut memberikan terobosan besar
dalam wacana hubungan Islam dan
negara di Indonesia masa Orde Baru.
Kecenderungan pendekatan legal-
formalistik yang dikembangkan tokoh
Islam generasi lama direkonstruksi
dengan menampilkan sebuah corak
pemikiran yang lebih berorientasi
pada nilai-nilai dari pada simbolisme
Islam. Namun gagasan pembaharuan
ini tidak secara otomatis mampu me-
ngeliminir perbedaan pendapat dika-
langan Islam. Gagasan “sekuralisasi”
nya bahkan mendapatkan kritikan ke-
ras dari tokoh Islam lain seperti En-
dang Saifuddin Anshary, Abdul Qodir
Djaeclani, Prof. M. Rasyidi, Moh. Nat-
sir, dan Hamka?s,

Endang Saiffudin Anshary,
misalnya mengatakan Islam tidak me-
ngenal sekuralisasi sebab Islam bu-
kan merupakan religi an-sich, tetapi
juga pandangan hidup yang kompre-
hensif. Tanggungjawab muslim meli-
puti persoalan duniawi maupun a-
khirat, sehingga setiap aktivitas yang
dilakukannya masuk dalam kerangka
ibadah kepada Tuhan. Dengan de-
mikian, tidak satu pun aktivis muslim
yang lepas dari kerangka keagamaan
dan kontrol Tuhan®,

Gerakan pembaharuan Islam
tahun 1970-an yang mengekspresikan
suatu formulasi hubungan Islam dan
negara yang lebih substantif dan me-

“ bid, hal. 2.

* M. Syafii Anwar, Pamikian dan Aksi
islam Indonesia Sebuah Kafan Poltik Tentang
Cendekiawan Musém Orde Baru, Paramadina,
Jakarta, 1985, hal. 80

* bid, hal, 61
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nafikan pendckatan legal-formalistik
kurang mendapatkan respon dari ka-
langan rauslim. Bahkan gagal mening-
galkan jejak ideologis vang dalam,
yang bersifat praktis dan reflektif, dan
hanya terhenti pada lapisan tertentu
peadukung kelompok pembaharuan,
sementara masyarakat umum, ter-
masuk mahasiswa masih mengalami
kesulitan dalam mencernz."

b. Intelektual Baru Islam dan

Gerakan Islam Kultural
Gelombang pembaharuan [s-

lam yang digulirkan szjak tahun
1970-an menemukan momentumnya
kembali pada tahun 1980-an, seiring
terjadinya perubahan basis sosial u-
mat Islam*. Proses modernisasi Orde
Baru disatu sisi telah mendorong ak-
selerasi pertumbuhan ckonomi dan
tingkat pendidikan umat Islam yang
melahirkan kelas mencngah Islam
baru. Hal ini memunculkan fenomena
“Islamisasi hirokrasi dan birokrasi
Islam’ yaitu masuknya kelas mene-
ngah Islam dalam jajaran birokrasi.
Sedangkan di sektor non birokrasi
kelas menengah Islam muncul sebagai
kelas manajer dan prolesional Islam
dan ada pula yang bergerak di bidang
sosial, terutama lewat LSM*™. Peru-
bahan basis sosial ini memberi dam-
pak terhadap perubahan pemitiran
Islam, yaitu berkembargnya pemi-
kiran Islam yang lebih rasionalistik
dan kontekstual.

Ada 4 (empat) ciri pemikiran
politik Islam yang dominan pada de-
kade 1980-an *

a. Persoalan ide-ide negara 1slam
dan dikotomi antara Pancasila
dan Islam tidak lagi menjadi
isu sentral.

T Bahtiar Effendy dan Fachry Ali, op of.,
hai. 157.

“ Dawam Rahardjo, Bass Sosal
Pemikiran [slam di indonesia Sepak Orde Bary,
Prisma 3 Maret 1594, hal. 6-7

“ M. Safii Anwar, op ot |, hal 128
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b. Tidak terlalu terikat pada
mazhab, dan rulai mencair-
nya dikotomi pemikiran tredi-
sionalisme dan modernisme.

c. Lebih menekankan pada upaya
memperkuat basis sosial ma-
syarakat lewat gerakan pem-
berdayaan dengan menjadikan
nilai-nilai Islam scbagai ins-
pirasi transformasi sosial.

d. Dalam kontcks hubungan poli-
tik, lebih berorientasi pada im-
plementasi nilai-nilai Islam da
ripada formalisesi [slam.

Perkkembangan pemikiran [s-
lam yang lebih rasionalistik dan kon-
tekstual didukung pula perubahan
atmosfir politik yaitu hubungan Islam
dan negara yang lebih akomodatif. Hal
ini ditandai dengan penerimaan umat
Islam terhadap Pancasila akibat kebi-
jakan asas tunggal, serta pengakuan
konstruk negara kesatuan Indenesia
sehagai bentuk  nation state, seoa-
gaimana dilakukan Nahdlatul Ulama
(NU), dalam Munasnys di Situbondo
1983.

KH Achmad Siddig, selal satu
tokoh NU, menegaskan lslam beraca
‘di dalam’ proses pembentukan ke-
sadaran nasional Indonesia (nation
building), schingga antara ke-Islaman
dan ke-Indonesiaan berkait secera in-
tegratif. Oleh kaena itu negara Kl
yang mayoritas Islam merupakan ben-
tuk upaya final seluruh nation. Impli-
kasi dari komitmen tersebut, adalah
diterimanya Pancasila sebagai ideologi
negara den asas tunggal organisasi
NU., =

Fenomena politik tersebut
mendorong perubahan orientasi pur-
juangan umat Islam dari Islam politik

* Haiius Saliin HS dan Ridwan Fakla AS,
KH. Ahmad Sidaig | Pemikdran Keagamaan dan
Kenegaraan, calam Humaidy Abdussammi dan
Ridwan Fakla AS., Biograli 5 Rais Am NU, Lin_iU,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1995, hal. 108
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ke Islam kultural. Yaitu pendekatan
vang lebih menampilkan dimensi dan
wajah kultural Islam sebagai sumber
ctik dan moral kehidupan berbangsa.
Melalui pendekatan ini, umat Islam
berupaya untuk mengaktualisasikan
prinsip-prinsip Islam guna dikontri-
busikan ke dalam proses modernisasi
(pembangunan) yang dilakukan Orde
Baru dalam rangka meningkatkan
kualitas hidup umat™,

Berkembangnya Islam kultu-
ral semakin mendorong terwujudnya
hubungan yang akomodatif antara Is-
lam dan negara. Negara mulai men-
cerminkan sikapnya politiknya yang
berorientasi pada Islam seperti pen-
dirian Yayasan Muslim Pancasila,
Bank Muamalat, dan ICMI. Dipihak
lain umat Islam tidak memandang
negara secara curiga dan bahkan me-
ngintegrasikan diri dalam birokrasi
dan proses modernisasi yang dila-
kukan pemerintah Orde Baru.

Wacana pemikiran politik Is-
lam dekade 1980-an lebih menam-
pilkan paradigma substansialistiks,
Seperti Nurcholish Madjid, Munawir
Sjadzali, Harun Nasution, dan Ab-
durrahman Wahid.

Nurcholis Madjid secara kon-
sisten menegaskan umat Islam tidak
perlu menuntut negara atau peme-
rintah menjadi sebuah negara atau
pemerintah Islam. Yang penting ialah
isi atau substansinya, bukan bentuk
formalnya.

Bagi Cak Nur nilai negara dan
pemerintahan dalam Islam hanya me-
rupakan instrumen dan bukan tu-
Juan itu sendiri, pokok dari segala
pokok vang dikehendaki oleh Islam
adalah taqwa kepada Tuhan. Dengan
demikian negara atau pemerintah di-
wujudkan untuk menciptakan ruang
dan waktu sebagai tempat bagi setiap

"' M. Syafil Anwar, op.ct,, hal, 129,
** fbid, hal. 130,

SPEKTRUM
A L

11

Il el Negaira © Metianorfoan Pemikiran Politik '8 m
Irubmp=in

manusia dalam mengembangkan tag-
wanya kepada Tuhannya®,

Tokoh lain yang seide ialah
Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Tokoh NU ini menyatakan bahwa Is-
lam tidak mengenal konsep pemerin-
tahan yang definitip. Dalam hal per-
soalan yang pokok, yaitu suksesi,
Islam tidak memiliki mekanisme yang
tunggal. Hal tersebut mengindika-
sikan bahwa nabi Muhammad tidak
dengan sengaja mencita-citakan pem-
bentukan sebuah negara Islam™.

Dalam konteks hubungan Is-
lam dan necgara tokoh NU ini me-
nyuarakan gagasannya tentang (1) Is-
lam sebagai ctika sosial (social ethics)
dalam masyarakat."(2) Islam sebagai
faktor komplementer®, dan (3) pribu-
misasi Islam,

Munawir Sjadzali juga menec-
gaskan Islam tidak mempunyai prefe-
rensi konseptual atau teoritis tertentu
tentang konstruk necgara dan sistem
pemerintahannya. Islam juga tidak
secara khusus mewajibkan umatnva
untuk mendirikan negara, apalagi
yang bersifat teokratis. Islam ‘hanya’
memberikan seperangkat nilai atau
prinsip-prinsip keadilan seperti mu-
syawarah, atau persamaan. Hal sub-
stansial yang dituntut Islam ialah
implementasi secara substantif nilai-
nilai terscbut, sechagaimana yang telah
dilakukan nabi Muhammad, dalam

prosecs penyelanggaraan negara™.

* Nurcholis Madjid, dikutip dalam M. Syafi

Arvwar, Mgl hal. 188 — 187
Abdurrahman Wahid, Islam | Punyakah

Kaonsep Kenegaraan ? TEMPO, 26 Maret 1983

* Abdurrahman Wahid, Isiam dan
Masyarakaf Bangsa, Pesantren, NO. 3 Vol. Vi,
Tahun 1989, hal, 10 -14.

* Abdurrshman Wahid, Massa lslam
dalam kehidupan Barnagara dan Berbangsa, op o,
hal. 3 -9,

 abdurrahman Wahid, Pribumisasi fstam,
dalam Muntaha Azhari dan Abdul Munim, /stam
Menatap Masa Depan, P3M, Jakarta, 1989, hal. £1-
96,

* Bahtiar Effendy, /slam dan Negara di
Indonesia, Munawir Sjadzall dan Pengembangan
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Senada dengan Muiawir, Ha-
run Masution juga menolak bahwa Is-
lam mencakup segala hal. Meskipun
ia mengakui kenyataan bahwa bebe-
rapa ayat dari-al-Quran mengimpli-
kasikan watak yang serbe mencakup
dan serba menjelaskan, nammun asum-
si itn tidak didekung oleh realitas al-
Quran sendiri. Tidak adea ayat yang
tegas mengenai pembentulan negara
di dalam Islam, bahkan :erminologi
negara tidak ada dalam al-Quran. A-
pabila ada vmat Islam yang merasa
wajib untuk membentuk negara dan
peme-rintahan, itu pukaniah atas da-
ser perintah nash yang tegas, melain-
kan semata-mata atns dasar (tihad
dan pemikiran rasional®.

kecen-erungan pemikiran po-
litik intelektua! baru Islam periode
1980-an yang lebih bercorak subs-
tansialis menjadikan polemik Islam
dan negara tidek begitu dominan. Na-
mun hal ini tidak berarti diskursus Is-
lam dan negara telah menemukan sin-
tesa pemikiran. Dalam taral tertentu
corak pemikiran Islam yarg legal-for-
malistik tetap eksis walaupun dalam
dimensi lain. Dalam pengamatan Wi-
lliam Lidle disebut corak pemikiran
skriptualistik, yaitu paradigma pemi-
kiran yang menginterpretasikan Islam
secara literal. Sebagaimana  dicks-
presikan tokoh Islam dalam Media
Dakwah, majalah bulanan terbitan
Dewan Dakwzh Islamiyabh Indonesia
(DDIF,  Baik DDI maunun Media
Dakwah seringkali mengekspresikan
pemikiran yang berseberangan, bah

Dasar-dasar Teok:g Baru Polik Isfar, Jurral studi
Islamika, Vol IV, Mo 3, 1994, hal 427

2 Yusril Ihze Mahendra, Heden Nasulon
Dan Pamioran Politik Islam, dadam Hivun Nasuton
(kumpudan (ufsan), Refleks: Permbahervan
Parmikran slam . 70 fahun Harun Noasweon,
Lembaga Studi Agama dan Fitsafat, .lakarta, hal
220.

® /. Willlam Liddle, Skrigliiadsme Media
Dakwah Pemikirar: dan Aksi Pollk Clrder Baru,
Ulumul Qu'an, No. 3. Yol IV, Th 1843, hal, 53 - 65
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kan inenyerang pemikiran intelek ba-
ru Islam, dan kaum substansialis. Se-
tidaknya ada empat yang mercke ke-
mukakan :

a. Cenderung syariah minded
serta  berpandangan bahwa
pesan al-quran dan Hadis su-
dah jelas dan dengan sen-
dirinya tinggal mengimplemen-
tasikannya.

n. Cenderung apriori terhadap
pemikiran intelektual Islam
baru (kaum subsiansialis} se-
bagai agan Barat, agen Yahudi,
maupun agen golongan non-
Islan.

c. Cenderung memandarg Kois-
ten (baik protestan dan ka-
tolik) Barat (terutama AS dan
Yahudi (gerakan Zionisme |s-
rael), sebagai musuh  besar
umat Islam yang selalu ber-
upaya menghancurkan Islam.

d. Seccara implisit masih merg-
idcalisasian negara yang ber-
dasarkan Syariah islam.®

Serara umum ide-ide pemi-
kiran kaum skriptualis belum menjadi
kekuatan yang berarti ketika harus
berhadapan dengan kekuaran rezim
Orde Baru. Sosialisasi mercka, bak
karena hambatan weknis maupun poli-
tis, hanya schatas nada kalangan ter
tews dan tidak menjangkau terutama
pada akar rumput (grass roof), Se-
hingga ide-ide kaumn skriptualis ‘ter-
kalahkan' dengan wacana pemikiran
kaum substansialis dalam konstelasi
politik Indonesia masa Orde Baru,

4. PERIODE REFORMASI DAN
PERUBAHAN EKSPRESI PO.I-
TIK ISLAM

Kebijakan  pemerintah Orde

Baru untuk membina hubungan ako

modatil dengan kelompok Islam ter-

®" lbid, hal 56 -58
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nyata tidak membuahkan hasil yang
manis. Kegagalan mengatasi  krisis
ckonomi yang berlangsung sejak 19-
97 membawa kejatuhan rezim itu
yang ditandai lengsernya Seocharto
pada 21 Mei 1998 oleh gerakan
reformasi dengan salah satu tokoh-
nya Amien Rais. Setidaknya ada dua
perubahan penting ekspresi  pemi-
liran politik Islam menjelang kejatu-
han dan sesudah rezim Orde Baru ;

Pertama, pemimpin Islam yang
pada periode 1990-an menerapkan
strategi akomodasi dengan negara
“*menolak’ melanjutkan politik dengan
Presiden Socharto, terutama  kelom-
pok Islam modernis, dengan tokohnya
Amien Rais yang paling ekstensil
menggulirkan isu suksesi.

Menurut Aminuddin terdapat
dua alasan terjadinya perubahan o-
ricntasi pemimpin Islamn tersebut® ;

1) Adanya sumber ketegang-
an menyangkut visi masa
depan pemerintah Soehar-
to dengan para pemimpin
Islam. Para pemimpin Is-
lam memandang Indonesia
ke depan harus bergerak
maju (iden progress) me-
nuju ke arah demokratisa-
si.

Socharto dianggap telah
melakukan  politicking ter-
hadap kelompok 1CMI da-
lam proses rekruitmen di
parlemen dan penyusunan
kabinet setelah sidang u-
mum MPR 1998, Proses
‘pemangkasan’ tokoh-tokoh
ICMI dalam kabinet men-
jadikan para tokoh Islam
‘modernis’ kecewa terha-
dap pemerintah Orde Baru.

2)

2 Aminuddin, Kekuatan Islam dan
Parguiatan Kekuasaan oi lndonesia Sebealum dan
Sesudah Runtuhnya Rezim Sosharto, Pustaka
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Kedun, sciring berhembusnya
angin reformasi dan dibukanya kran
politik oleh pemerintahan Habibie,
terlihat usaha merevitalisasi perjuang-
an politik Islam yang formalistik se-
perti pendirian partai-partai Islam dan
ormas-ormas Islam yang menyerukan
perlunya penegakan syariah Islam.

Fenomena tersebut disatu sisi
merefleksikan kebangkitan kekuatan
Islam politik yang selama rezim Orde
Baru termarginalkan dan tereliminasi.
Disisi lain mengindikasikan menguat-
nya kesadaran akan ide ideologisasi
agama, yaitu upaya menjadikan aga-
ma schagai basis legimimasi dan sim-
bol-simbaol politik. Hal ini berimplikasi
terjadinya perubahan signifikan dalam
wacana pemikiran Islam di Indonesia
yaitu munculnya kembali corak pemi-
kiran legal-formalistik dan skriptualis-
tik yang terckspresikan dalam pem-
bentukan partai politik yang berasas
Islam, seperti partai Bulan hintang,
partai keadilan, partai persatuan pem-
bangunan dan lain schagainya serta
ormas-ormas Islam seperti Majelis
Mujahidin Indonesia, Hizbut Tahrir,
Front Pembela Islam, dan sebagainya.
Fenomena tersebut sckaligus mem-
buka peluang diskursus Islam dan
negara dalam konstelasi di Indonesia
di era reformasi, khususnya dengan
menjadikan agama sebagai simbol dan
basis legitimasi dalam berpolitik.

D. KESIMPULAN

Dari wuraian bab-bab sebe-
lumnya dapat ditarik beberapa hal
penting

Pertama, Berkembangnya dis-
kursus pemikiran politik Islam khu-
susnya mengenai hubungan politik
antara Islam dan negara, tidak lepas
dari tiadanya sintesa pemikiran po-
litik mengenai hubungan Islam dan
negara. Diskursus yang terjadi me-
nyangkut aktualisasi doktrin Islam
dalam konteks negara, yaitu antara
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upaya ideologisasi dan formalisasi
Islam dan negara, dan di pihak lain
upaya pendikotomian agama dan
negara.

Kedua, Diskursus pemikiran
politik Islam rhengenai hubungan Is-
lam dan negara di Indonesia tidak le-
pas setting sosial politik yang ada.,
yaitu sejauh mana sikap negara da-
lam berhadapan wvis a vis terhadap
[slam
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